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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen politik
Partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019
di Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek
penelitian terdiri dari 7 orang yang terdiri dari Ketua DPD II Partai Golkar
Kabupaten Muna, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna, 3 orang
pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna dan 2 orang calon legislatif DPD
II Partai Golkar Kabupaten Muna. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik: (1) wawancara, (2)
dokumenter, (3) dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen DPD II partai Golkar dalam
menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna
cenderung dilakukan secara tertutup yaitu baik melalui cara koopsi. DPD II partai
Golkar dalam proses seleksi calon legislatif membentuk koordinator calon
legislatif di setiap dapil yang kemudian ditugaskan membantu merekrut kader-
kader lain untuk menjadi calon legislatif di masing-masing dapilnya.
Kata Kunci: Calon Legislatif, Pola Rekrutmen Politik.
PENDAHULUAN
Partai politik merupakan infrastruktur politik di negara Indonesia yang
menganut sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai organisasi
politik yang dapat terlibat langsung dalam menentukan kebijakan politik negara.
Partai politik mempunyai hubungan yang erat dengan suprastruktur politik.
Suprastuktur politik yaitu lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan, infrastruktur politik merupakan unsur-
unsur penopang lembaga-lembaga negara. Partai politik sebagai peserta pemilu
melakukan salah satu fungsinya yaitu fungsi rekrutmen politik guna menyeleksi
anggota masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan.
Pemimpin pemerintahan yang dimaksud yaitu pemimpin jabatan pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah atau biasa
dikenal sebagai jabatan lembaga legislatif. Sehingga bagi masyarakat yang ingin
mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPRD, tentu rekrutmen politik
merupakan tahapan yang harus dilalui.
Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen politik yang berbeda-beda
dalam menjaring calon anggota legislatifnya. Rekrutmen yang dilakukan dapat
bersifat terbuka ataupun bersifat tertutup berdasarkan ketetapan internal masing-
masing partai politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Koirudin (2004: 99) yang
mengatakan bahwa setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur
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rekrutmen yang berbeda. Perbedaan rekrutmen tersebut merupakan strategi dalam
memenangkan kursi di legislatif.
Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang sudah sejak lama
mewarnai perjalanan politik pemerintahan di Indonesia. Sebagai partai besar,
perolehan suara partai Golkar sangat dominan terhitung sejak tahun 1971. Pada
pemerintahan saat itu partai Golkar menjadi pemenang mutlak dengan meraih 93
persen suara. Bukan hanya di tingkat Nasional, di provinsi Sulawesi Tenggara pun
selama periode 1971-1992 suara Golkar tidak pernah kurang dari 90 persen.
Kesuksesan partai Golkar ini merupakan bentuk kesuksesan dari pola
rekrutmen calon legislatinya. Pada setiap pemilu legislatif partai Golkar selalu
mendahulukan kader sendiri dibandingkan dari pihak luar. Hal tersebut
dikarenakan kader yang diusung benar-benar yang mengerti arah politik partainya
serta yang telah lama dikader oleh partai Golkar sendiri. Strategi tersebut cukup
efisien pada pemilu legislatif sebelumnya. Akan tetapi, pada pemilu legislatif
tahun 2014 perolehan kursi partai Golkar mengalami penurunan. Oleh karena itu,
untuk dapat meningkatkan kembali perolehan kursi di DPRD Kabupaten Muna
sangat tergantung pada rekrutmen politik yang akan dilaksanakan untuk menjaring
bakal calon legilatif sehingga dapat meningkatkan perolehan suara pada pemilihn
legislatif 2019.
Partai Politik
Menurut Budiardjo (2008: 422) Secara umum partai politik merupakan
sekelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggotanya yang sedikit banyak
mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai
tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk mempertahankannya guna
melaksanakan program yang telah dilaksanakan.
Menurut Karim (1993: 1) partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi
manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Tujuan-tujuan politik yang
dimaksud dapat diartikan sebagai pengisian jabatan-jabatan pemerintahan.
Rekrutmen Politik
Menurut Setiadi, dkk. (2013: 282-283) rekrutmen politik ialah seleksi dan
pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok aktor politik
untuk menduduki dan menjalankan peranan politik tertentu baik dalam
pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Menurut Rachman (2016: 98) mengatakan bahwa fungsi dari partai politik
yaitu rekrutmen politik yang dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi
kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimipin negara pada jenjang
dan posisi tertentu. Posisi jabatan yang dimaksud yaitu jabatan pemerintahan baik
legislatif maupun eksekutif.
Pola Rekrutmen Politik
Menurut Erawan, dkk. (2010: 17) Pola merupakan corak, model, system,
cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan terencana). Pola rekrutmen adalah
konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada
dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial
manapun, namun pada level praktis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kali
kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep
rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya
Menurut Firmanzah (Labolo, dkk 2015: 18) Pada umumnya terdapat dua
sistem rekrutmen politik yaitu sistem tertutup maupun sistem terbuka. Sistem
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rekrutmen sangat penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Sehingga dengan adanya sistem ini,
nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan
sistem nilai dan ideologi partai politiknya.
Rush dan Althof (2013: 185-189) mengatakan bahwa sistem rekrutmen
politik yang digunakan oleh suatu sistem politik terdapat beberapa model yaitu:
1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Ujian dan latihan merupakan
bentuk yang paling umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi
jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh
partai politik dalam bentuk pendidikan kader partai yang dilakukan melalui
latihan.
2. Seleksi melalui penyortiran. Salah satu metode tertua yang digunakan untuk
memperkokoh kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau
penarikan undian. Metode ini hanya digunakan di Yunani Kuno.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran. Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk
mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau
kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Metode ini
dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau
dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan
politik yang sangat kental. Sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga
stabilitas politik baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu
dibuat sistem rotasi atau giliran.
4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan. Merupakan salah satu metode
perekrutan lama yang terdapat pada suatu sistem politik. Seleksi melalui
perebuatan kekuasaan ini biasanya dilaksanakan dengan jalan kekerasan atau
menggunakan ancaman.
5. Seleksi dengan cara patronage. Merupakan bagian dari suatu sistem
penyuapan dan sistem korupsi yang rumit.
6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Berbeda dengan
sistem patronage, seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah
merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-
sistem politik.
Seleksi melalui koopsi. Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin
yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu
adalah dengan jalan “koopsi” (pemilihan anggota-anggota baru). Secara tepat
“koopsi” (co-option) itu meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh
anggota-anggota yang ada.
Jadi, mekanisme, sistem maupun model rekrutmen politik yang telah
dikemukakan diatas merupakan cara setiap partai politik dalam merekrut,
menyeleksi serta menetapkan bakal calon anggota baik untuk menjadi kader partai
maupun pemimpin pada jabatan politik tertentu.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penilitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten
Muna. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena mulai dari
pendaftaran, penyetoran berkas hingga pada tahap seleksi bakal calon legislatif
dilakukan di kantor DPD II Partai Golkar tersebut.
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Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan
dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Subjek Penelitian
Adapun subjek penelitian yaitu:
1. Ketua DPD II Partai Golkar.
2. Sekretaris DPD II.
3. Pengurus DPD II yang terdiri dari 3 orang.
4. Calon legislatif Partai Golkar yang terdiri 2 orang.
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan subyek penelitian dengan
menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini
digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pola rekrutmen
politik Partai Golkar dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif
tahun 2019 di Kabupaten Muna.
2. Dokumenter, yaitu data yang di ambil dari AD/ART Partai Golkar serta data
dari berkas atau dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan
penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu bentuk pengumpulan data melalui foto, dan hasil
wawancara pada lokasi penelitian sehubungan dengan tujuan penelitian.
Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Analisis ini akan mendeskripsikan hasil penelitian dilapangan
dan selanjutnya dikaji secara mendalam dan fenomena yang ada dapat
digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam
penelitian ini dapat terjawab.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pola Rekrutmen Politik DPD II Partai Golkar dalam Menetapkan Calon
Legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Muna.
Pada setiap pemilihan umum calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, sudah
menjadi fenomena politik mengenai rekrutmen partai politik dalam menetapkan
calon legislatifnya. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam
menetapkan calon legislatif terdapat dua kecenderungan yang bisa diketahui yaitu
rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka. Untuk mengetahui pola rekrutmen
manakah yang diterapkan oleh DPD II partai Golkar dalam menetapkan calon
legislatifnya dapat dilihat dari 7 indikator rekrutmen menurut Michael Rush dan
Philip Althoff. Berikut indikator yang telah dibagi dalam 3 indikator rekrutmen
terbuka dan 4 indikator rekrutmen tertutup, yaitu:
1. Rekrutmen terbuka
a) Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan
Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan merupakan bentuk seleksi
yang paling umum digunakan dalam setiap pelaksanaan rekrutmen politik.
Biasanya, seleksi ini dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan
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administrasi. Terkadang hal ini dilakukan juga oleh partai politik dalam bentuk
pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPD II partai Golkar dapat
diketahui bahwa bentuk seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan tidak
diberlakukan. DPD II partai Golkar dalam melakukan perekrutan hanya dengan
memberikan pengumuman kepada semua kader tentang pendaftaran calon anggota
legislatif. Calon yang telah mendaftarkan diri dan dianggap layak kemudian
diberikan formulir kesediaan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif
tanpa adanya tahap ujian.
Kader yang telah menjadi calon anggota legislatif tidak melalui proses
dalam bentuk ujian maupun pelatihan. Calon anggota legislatif hanya melalui
proses pengisian formulir kesediaan mencalonkan diri serta mendapatkan
pembekalan yang diikuti oleh seluruh anggota calon legislatif.
Calon legisatif DPD II partai Golkar melakukan proses pembekalan. Proses
pembekalan tersebut dilakukan pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
Adapun pada kutipan wawancara di atas terlihat pada proses pembekalan tersebut
setiap calon anggota legislatif dipersilahkan menyampaikan visi dan misi masing-
masing calon. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa DPD II partai Golkar tidak
melakukan seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Hal ini sangat jelas
terlihat dalam data dokumenter pada petunjuk pelaksanaan rekrutmen DPD II
partai Golkar.
Adapun tahapan-tahapan rekrutmen penyeleksian calon legislatif pada
petunjuk pelaksanaan rekrutmen DPD II partai Golkar yaitu:
1. Tim seleksi tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan formulir kesediaan
dicalonkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada seluruh
kader yang telah mengikuti orientasi fungsionaris tingkat Pusat dan/atau
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tahun 2018, yang diselenggarakan oleh
DPP atau DPD Provinsi atau DPD Kabupaten/Kota, sebanyak-banyaknya 2
(dua) kali jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota didaerah pemilihan
masing-masing.
2. Tim seleksi caleg tingkat Kabupaten/Kota menyusun daftar bakal calon dari
fungsionaris pusat dan/atau Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang
mengembalikan formulir dan surat pernyataan kesediaan, sebanyak-
banyaknya 2 (dua) kali jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota didaerah
pemilihan masing-masing.
3. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam butir (2) disusun secara alphabetis dengan memperhatikan
keterwakilan 30% kader perempuan, keterwakilan kader pengurus yang aktif,
dan keterwakilan kader muda, melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh
partai.
4. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 2
(dua) kali jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun oleh tim seleksi
dan disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk mendapatkan
persetujuan dan pengesahan.
5. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
butir 2 diberikan kesempatan untuk melakukan sosisalisasi di daerah
pemilihan masing-masing.
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6. Tim seleksi caleg tingkat Kabupaten/Kota membahas daftar bakal calon
anggota sebagaimana dimaksud pada butir 5 untuk disusun menjadi daftar
calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 kali
jumlah kusi anggota DPRD Kabupaten/Kota didaerah pemiihan masing-
masing.
7. Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada butir 6 disampaikan kepada dewan penasehat.
8. Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada butir 6 dikonsultasikan kepada DPD Partai GOLKAR
Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
9. Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada butir 8 ditetapkan dalam rapat pleno DPD Kabupaten/Kota
setelah mendapatkan persetujuan DPD Provinsi.
10. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat
umum dan syarat khusus) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak
ditetapkan sebagai DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
11. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam DCS.
12. Daftar calon sementara (DCS)  anggota DPRD Kabupaten/Kota diserahkan
oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota kepada KPUD Kabupaten/Kota.
13. Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota
dilakukan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota setelah mendapat masukan
dari KPUD Kabupaten/Kota.
Adapun tahapan awal penyeleksian calon legislatif DPD II partai Golkar
yaitu calon legislatif diberikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai calon
legislatif yang kemudian calon melengkapi semua persyaratan administrasi (syarat
umum dan syarat khusus). Setelah itu, calon tersebut menunggu persetujuan dan
pengesahan DPD I Provinsi dan ditetapkan dalam rapat pleno DPD II
Kabupaten/Kota.
Sehingga jelas bahwa serangkaian tahapan penyeleksian calon legislatif
yang dilakukan DPD II partai Golkar tidak dilakukan seleksi pemilihan melalui
ujian dan pelatihan. Adapun tahapan yang harus dilewati oleh masing-masing
calon legislatif pada DPD II partai Golkar adalah pengisian formulir kesediaan
dicalonkan sebagai calon legislatif.
b) Seleksi melalui rotasi atau giliran
Seleksi melalui rotasi atau giliran merupakan metode seleksi yang dibuat
untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau
kelompok individu tertentu. Metode tersebut sudah berjalan lama, serta yang
paling umum digunakan pada banyak sistem politik. Seleksi dengan cara rotasi
atau giliran akan memberikan kesempatan kepada individu lain untuk ikut
berkompetensi pada proses seleksi.
Proses seleksi calon-calon legislatif pada DPD II partai Golkar bukanlah
melalui proses rotasi atau giliran. DPD II partai Golkar mengusungkan kembali
calon-calon legislatif yang pernah mencalonkan sebelumnya. Sehingga kader yang
pernah menjadi calon anggota legislatif bahkan pernah menjabat sebagai anggota
legislatif memiliki kesempatan untuk kembali mencalonkan diri. Hal ini terjadi
karena adanya beberapa pertimbangan.
Sehingga jelas bahwa DPD II partai Golkar tidak melakukan seleksi
melalui rotasi dan gilliran pada penyeleksian calon legislatif. DPD II partai Golkar
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meemberikan kesempatan berkali-kali pada kader lama yang memang sudah
pernah mencalonkan diri sebelumnya. Hal ini dilandasi adanya pertimbangan
bahwa jika mengusungkan kader lama yang memang sudah terkenal sebelumnya di
kalangan masyarakat, ditemukan masih cukup tinggi angka penerimaan
masyarakat terhadap calon-calon tersebut.
c) Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah.
Pemimpin-pemimpin alamiah merupakan individu-individu yang memiliki
kecakapan penyajian argumen-argumen umum, kesanggupan menengahi serta
kemampuan untuk memahami dan mengasimilasikan hal-hal pokok dari suatu
situasi dengan cepat. Secara khusus pemimpin-pemimpin alamiah dimaksudkan
bahwa mereka dapat mewakili tipe-tipe pemimpin yang menjadi tuntutan suatu
sistem politik tertentu. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin yang tidak bisa
memenuhi tuntutan-tuntutan sistem politik yang ada, memungkinkan timbulnya
pemimpin-pemimpin alamiah.
DPD II partai Golkar tidak memberlakukan seleksi dengan mampu
memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah pada penyeleksian calon legislatif.
Hal ini dikarenakan DPD II partai Golkar beranggapan bahwa seleksi dengan
mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah bukanlah faktor penting
dalam proses seleksi calon legislatifnya. DPD II partai Golkar memiliki empat
persyaratan khusus untuk calon anggota legislatif yaitu PDLT. Adapun empat
syarat PDLT tersebut adalah  Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela
seorang kader. Syarat PDLT inilah yang menjadi tolak ukur loyalitas seorang
kader dalam partainya.
Selain loyalitas seorang kader berdasarkan PDLT penilaian pada aspek
tingkat elektabilitas serta aksepabilitas kader juga menjadi pertimbangan untuk
seleksi calon legislatif. DPD II partai Golkar tidak memberlakukan seleksi dengan
memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Partai Golkar dalam proses
perekrutan mengedepankan loyalitas para kader terhadap partai. Selain loyalitas
para kader, DPD II partai Golkar melihat potensi elektabiltas, kapabilitas, dan
akseptabilitas kader di masyarakat.
DPD II partai Golkar dalam menyeleksi calon legislatif melihat kelayakan
kader dari elektabilitas atau peluang keterpilihan kader tersebut. Oleh karena itu,
berdasarkan data wawancara di atas dapat diketahui bahwa seleksi dengan
memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah tidak dilakukan oleh DPD II partai
Golkar. Hal tersebut dikarenakan selama kader mampu menunjukan bahwa mereka
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti PDLT dan penilaian lain
seperti elektabilitas maupun aseptabilitas, maka siapapun bakal calon legislatif
memiliki peluang yang sama menjadi calon legislatif.
2. Rekrutmen tertutup
a) Seleksi melalui penyortiran
Seleksi melalui penyortiran merupakan metode tertua yang dipergunakan
untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik yaitu dengan cara
penarikan undian. Secara umum, metode ini hanya digunakan di Yunani kuno.
Jadi, metode ini hampir tidak ditemukan pada sistem politik tetentu. Seperti halnya
partai Golkar, seleksi melalui penyortiran tidak diberlakukan oleh DPD II partai
Golkar dalam penyeleksian calon legislatif. DPD II partai Golkar tidak
memberlakukan penarikan undian dalam seleksi calon legislatif. Pada partai
Golkar penarikan undian hanya dilakukan dalam penentuan nomor urut calon
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legislatif. Hal ini juga sangat jarang dilakukan dalam partai Golkar karena
penentuan nomor urut calon legislatif dalam DPD II partai Golkar diprioritaskan
pengurus partai yang aktif serta keterwakilan perempuan.
b) Seleksi melalui perebutan kekuasaan.
Seleksi melalui perebutan kekuasaan biasanya dilaksanakan dengan jalan
kekerasan atau menggunakan ancaman. Akibat nyata dari cara ini adalah
penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam
personel birokrasi. Pada DPD II Partai Golkar tidak ditemukan adanya proses
seleksi melalui perebutan kekuasaan. Hal ini dikarenakan seleksi melalui
perebutan kekuasaan dianggap sebagai cara kekerasan karena bersifat memaksa
sehingga tidak relevan untuk diberlakukan. DPD II partai Golkar memilih cara
yang demokratis dalam proses seleksi dengan cara memberikan kesempatan
kepada semua kader untuk mengikuti proses seleksi tanpa ada ancaman dan
paksaan.
DPD II partai Golkar menempuh cara yang demokratis dalam melakukan
seleksi calon anggota legislatif. DPD II partai Golkar memberikan kesempatan
yang sama kepada semua kader tanpa adanya paksaan atau ancaman. Para kader
pun memiliki hak untuk mencalonkan diri maupun tidak mencalonkan diri sebagai
anggota calon legislatif tanpa ada larangan atau ancaman. Seleksi dengan cara
kekerasan bukanlah cara yang demokratis. DPD II partai golkar menghindari
tindakan diskriminasi ataupun intervensi sehingga semua kader memiliki hak yang
sama dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Berdasarkan data-data wawancara di atas dapat diketahui bahwa seleksi
melalui perebutan kekuasaan atau dengan jalan kekerasan ataupun ancaman tidak
dilakukan DPD II partai Golkar pada penyeleksian calon legislatifnya. Hal ini
dikarenakan DPD II partai Golkar mempunyai prinsip asas sama rata, sama rata
artinya setiap calon mempunyai kesempatan yang sama serta tidak diintervensi
pada saat melakukan proses seleksi calon legislatif.
c) Seleksi dengan cara patronage.
Seleksi dengan cara patronage yaitu suatu sistem yang tetap penting
(sampai sekarang). Sistem ini merupakan metode yang cukup mapan untuk
mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan.
Dengan kata lain patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan
sistem korupsi yang rumit. Sistem tersebut masih terdapat dalam suatu sistem
politik tertentu yaitu dalam sarana bagi pengrekrutan politik, karena untuk masuk
menjadi anggota parlemen hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem
patronage. DPD II partai Golkar tidak menerima atau memberlakukan cara
penyeleksian melalui patronage dalam menyeleksi calon legislatifnya. Cara seleksi
patronage merupakan cara yang kurang baik dimana seseorang dapat begitu saja
lolos seleksi tanpa melihat kemampuan maupun kapasitasnya. Oleh sebab itu, cara
seleksi melalui patronage tidak diberlakukan dalam partai Golkar karena DPD II
partai Golkar melihat calon berdasarkan kualifikasi atau kapasitas dari kader
memenuhi harapan DPD II partai Golkar.
Dari data wawancara, terlihat bahwa yang menjadi harapan dari DPD II
partai Golkar adalah peningkatan pemerolehan kursi dibanding pemilihan
sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka DPD II partai Golkar
harus memilih calon legislatif yang benar-benar memiliki kapasitas untuk
memenuhi harapan tersebut. Memberlakukan cara yang instan seperti seleksi
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melalui patronage tidak akan dapat membuat harapan DPD II partai Golkar
tersebut terwujud.
Selain alasan di atas yang menjadi alasan DPD II partai Golkar tidak
memberlakukan seleksi melalui patronage karena tahapan seleksi calon legislatif
sudah diatur dalam peraturan internal partai. Dari data wawancara jelas bahwa
DPD II partai Golkar melakukan seleksi dengan tahapan yang sudah diatur dalam
peraturan internal partai. Peraturan internal partai diketahui oleh semua kader
partai. Oleh karena itu, DPD II tidak memberlakukan tahapan-tahapan khusus
seperti patronage.
Tahapan seleksi calon legislatif semua tercantum dalam petunjuk
pelaksanaan rekrutmen partai. Dari data di atas juga terlihat beberapa
pertimbangan yang diambil oleh DPD II partai Golkar dalam menetapkan
kadernya sebagai calon legislatif. Hal pertama yang menjadi pertimbangan
layaknya seorang kader menjadi seorang calon legislatif adalah loyalitas dan
dedikasi kader terhadap partainya. Oleh karena itu, cara-cara seleksi seperti
patronage tidaklah mempengaruhi tahapan seleksi sampai penetapan calon
legislatif.
d) Seleksi melalui koopsi
Seleksi melalui koopsi merupakan suatu metode yang lebih terbatas di
mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan pengrekrutan
tipe-tipe pemimpin tertentu. Secara tepat “koopsi” meliputi pemilihan seseorang ke
dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada. Metode ini digunakan untuk
memenuhi kekosongan di lembaga-lembaga politik atau kelompok sejenis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPD II partai Golkar dapat
diketahui bahwa metode seleksi melalui koopsi merupakan cara yang dilakukan
DPD II partai Golkar pada penyeleksian calon legislatif. Proses tersebut dilakukan
setelah menyeleksi beberapa calon legislatif pada tiap-tiap daerah pemilihan.
Dari data wawancara terlihat bahwa DPD II partai Golkar membentuk
koordinator calon legislatif untuk masing-masing dapil. Koodinator tersebut
kemudian ditugaskan turut membantu pelaksanaan rekrutmen yaitu menyeleksi
calon legislatif di dapil masing-masing dengan memperhatikan aspek elektabilitas,
akseptabilitas, dan kapabilitas kader.
Ketua penyeleksi calon legislatif adalah ketua DPD II partai Golkar. Ketua
DPD II partai Golkar kemudian menunjuk beberapa kader untuk menjadi
koordinator calon anggota legislatif di masing-masing dapil. Koordinator masing-
masing dapil inilah yang kemudian bertugas membantu ketua DPD II partai Golkar
menentukan kader-kader yang layak menjadi calon anggota legislatif di dapilnya.
Ketua DPD II partai Golkar telah menentukan setiap koordinator masing-masing
dapil. Kordinator yang telah terpilih adalah sebanyak enam orang untuk di dapil
satu sampai dapil enam. Keenam kordinator ini kemudian menentukan kader lain
yang layak untuk ikut andil sebagai calon legislatif di keenam dapil teresebut.
Berdasarkan data wawancara dapat diketahui bahwa DPD II partai Golkar
pada perekrutan calon legislatif dilakukan melalui koopsi. Dimana pemimpin-
pemimpin atau koordinator yang ada dalam hal ini calon legislatif yang telah
direkrut oleh Ketua DPD II partai Golkar dapat membantu pelaksanaan rekrutmen
tipe-tipe pemimpin tertentu yaitu merekrut kembali calon legialtif di daerah
pemilihan masing-masing. Adapun tipe-tipe pemimpin yang kembali direkrut oleh
masing-masing koordinator tersebut yaitu calon legislatif yang mempunyai basis
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masa yang jelas serta peluang keterpilihan calon pada daerah pemilihan masing-
masing.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pola rekrutmen politik
DPD II partai Golkar dalam proses seleksi calon legislatif membentuk koordinator
calon legislatif di setiap dapil yang kemudian ditugaskan membantu merekrut
kader-kader lain untuk menjadi calon legislatif di masing-masing dapilnya. Dari
tujuh indikator pola rekrutmen Rush dan Althoff, DPD II partai Golkar menyeleksi
calon legislatifnya sesuai dengan seleksi melalui koopsi. Oleh karena itu, dapat
disimpulkam bahwa pola rekrutmen politik DPD II partai Golkar dalam
menetapkan calon legislatif pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Muna
menggunakan pola rekrutmen tertutup bedasarkan pola rekrutmen yang
dikemukakan Rush dan Althoff yaitu melalui jalur koopsi dimana pemilihan
seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas saran dalam penelitian ini yaitu:
1. DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna
Penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar
Kabupaten Muna pada pola rekrumen politiknya sudah baik. Akan tetapi untuk
lebih menyempurnakan pola rekrutmen politik khususnya pada pola rekrutmen
calon legislatif, sebagai penulis menyarankan agar pola rekrutmen politik calon
legislatif ada baiknya jika DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna dalam
menetapkan calon legislatif memperhatikan rekrutmen politik secara terbuka.
Rekrutmen terbuka diantaranya yaitu memberikan kesempatan kepada warga
negara baik sebagai kader maupun bukan kader untuk ikut berpartisipasi pada
perekrutan calon legislatif melalui ujian dan pelatihan yang diadakan oleh DPD
II Partai Golkar Kabupaten Muna. Hal ini tentu akan memberikan kesan
keterbukaan DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna dalam perekrutan calon
legislatif pada setiap pemilihan calon legislatif.
2. Calon legislatif
Kepada calon legislatif supaya dapat mencari informasi tentang
pertimbangan DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna dalam penentuan calon
legislatif, khususnya mengenai mekanisme serta tahapan perekrutan calon
legislatif. Hal ini sangatlah penting agar calon legislatif dapat menyiapkan diri
tentang kesesuaian antara kriteria calon dengan pertimbangan-pertimbangan
yang diambil oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Muna dalam penentuan
calon legislatif.
3. Penelitian lanjutan
Penelitian ini diyakini oleh Penulis sebagai penelitian yang masih jauh dari
kata sempurna, baik dari segi teori, data, dan pembahasannya. Oleh kareana itu,
Penulis berharap kepada pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih
sempurna yang berhubungan dengan pola rekrutmen politik DPD II Partai Golkar
Kabupaten Muna. Selain itu Penulis juga berharap, penelitian mengenai pola
rekrutmen politik ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca dan peneliti
selanjutnya.
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